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KAJIAN PUSTAKA

A.iGambaran Umum Perpajakan

1.

-Pengertian Pajak

% Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat
ataé Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 mengenai ketentuan umum dan tata cara
pel%ajakan pada pasal 1 ayat (1) pajak adalah kontribusi wajib dari masayarakan
kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa,
der%gan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan
negara bagi kemakmuran rakyat.

“Menurut Mardiasmo (2016: 3) Pajak merupakan iuran rakyat kepada kepada kas
negara yang pelaksanaannya menurut undang-undang dapat dipaksaaan tanpa adanya
baiasjasa. luran tersebut digunakan untuk keberlangungsungan pembangunan nasional
dan membayar keperluan kepentingan umum. Hal tersebut dimaksudkan untuk
memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa sebagai warga negara yang baik
d@ntut untuk membayar pajak secara sukarela dan penuh kesadaran. sumber
pe%ﬁerimaan dari pajak diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara
maksimal sesuai kebutuhan pemerintah dan keadaan masyarakat.

‘} Menurut Djajadiningrat (2013: 34-35) “Pajak adalah suatu kewajiban untuk
menyerahkan sebagian kekayaan Negara karena suatu keadaan, kejadian dan perbuatan
yang memberikan kedudukan tertentu. Pungutan tersebut bukan sebagai hukuman, tapi
@urut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan. Maka

tidak ada jasa balik dari Negara secara langsung, misalnya untuk memelihara
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kesejahteraan umum”. Menurut definisi teresebut diatas dapat ditarik kesimpulan

seﬁégai berikut ini:

a.iPajak dibayarkan oleh orang pribadi ataupun badan.

b.;Tidak ada imbalan langsung yang dapat dirasakan oleh pembayar pajak.

c.EPembayaran pajak sesuai dengan Undang-Undang dan bersifat memaksa.

d ‘Pajak dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah bagi
i;kepentingan masyarakat umum.

e.é’ajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

2. ;Fungsi Pajak

buepun-buepun 1bunpuijig exdig ey

Fuijgsi Pajak (Siti Resmi 2008: 3-4) adalah sebagai berikut:

a.;:Fungsi Budgetir
f\Pajak mempunyai fungsi budgetir berarti pajak merupakan salah satu sumber
;ipenerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik secara rutin atau pun
untuk pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berusaha
?memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Usaha tersebut ditempuh

E?tdengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui
;penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh),
j Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM),
EPajak Bumi dan Bangunan (PBB).

b.=+Fungsi Regularend.
Pajak mempunyai fungsi regularend atau fungsi mengatur dalam artian pajak

?éebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang

=sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

310 Ul
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Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa fungsi pajak

” dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu fungsi budgetir dan fungsi regularend.

3. @Jenis-Jenis Pajak

Jenis-jenis pajak menurut Sukrisno Agoes dan Trisnawati (2016: 7), pajak dibagi
mehjadi beberapa, menurut golongannya, sifatnya, dan lembaga pemungutannya antara
laign adalah:

.iMenurut sifatnya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

o))

21) Pajak Langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan

- oleh pihak lain dan menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

_2) Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan
: kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
b. "Menurut sasaran/objeknya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai
7berikut:

1) Pajak Subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya

yang dilanjutkan dengan mencari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan
keadaan dari Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

»2) Pajak Objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objek tanpa
| memperhatikan keadaan Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN),
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai (BM).

c® Menurut Pemungutnya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:
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1) Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah dan digunakan untuk
membiayai rumah tangga pemerintah pusat. Contohnya: PPh, PPN, PPnBM,
PBB, BM.

g 2) Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan

digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah. Contohnya:

Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan Restoran, dan Pajak

Kendaraan Bermotor.

j‘f‘i““‘[i U| ‘A“AA,—AA,“‘

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa menurut sifatnya
pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu, pajak langsung dan pajak tidak
E langsung. Menurut sasaran/objeknya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua
; yaitu, pajak subjektif dan pajak objektif. Sedangkan menurut pemungutnya,

= pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu, pajak pusat dan pajak daerah.

4. Jenis-jenis Wajib Pajak

Waijib Pajak terdiri atas:

1.Wajib Pajak Orang Pribadi.

;Wajib Pajak orang pribadi adalah subjek pajak yang memiliki penghasilan atas

;usaha sendiri atau memiliki pekerjaan tidak bebas seperti karyawan atau pegawai

S/ang hanya memperoleh passive income yang penghasilannya di atas pendapatan
tidak kena pajak (PTKP), yaitu Rp 54.000.000,00 dan setiap wajib pajak
mendaftarkan diri dan mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP). Berdasarkan

';Undang-undang No0.36 tahun 2008 tentang PPh (Pajak Penghasilan) yang

Ymerupakan perubahan keempat atas UU Nomor 7 tahun 1983, wajib pajak orang

;oribadi dapat di bagi menjadi 8 bagian yaitu:
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1) Wajib pajak orang pribadi yang hanya menerima penghasilan dan pekerjaan.
Contoh: Pegawai swasta, pegawai pemerintahan.
=2) Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari
@ Usaha. Contoh: Pengusaha barang berharga, industri kerajinan tangan.
=3) Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari
Pekerjaan bebas. Contoh: Dokter, Notaris, Akuntan, Konsultan.
=4) Wajib pajak orang pribadi yang hanya menerima penghasilan lain yang tidak

bersifat final. Contoh: berkaitan sebagai modal usaha misalnya bunga

1g 1N}

pinjaman, royalti.

g5) Wajib pajak orang pribadi yang hanya menerima penghasilan yang sifatnya
final. Contoh: bunga tabungan bank, hadiah undian.

76) Wajib pajak orang pribadi yang hanya menerima penghasilan dan bukan objek

pajak. Contoh: sumbangan.

2 Waijib Pajak Badan.

‘ Selain Wajib Pajak Pribadi, terdapat juga Wajib Pajak Badan. Berdasarkan UU
B KUP Republik Indonesia No.16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (3), badan merupakan

; kelompok orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan
} usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,
» perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan
» usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi,
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan organisasi masa,
organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya
~ termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

% Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa wajib pajak dibagi

=.menjadi dua jenis yaitu, wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan.

= 11
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5.@ewajiban dan Hak Wajib Pajak

nIzPajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi

o

g atg badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak
3 3

E %m@idapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk
= O

- E*keaaakmuran rakyat. Menurut Mardiasmo (2016:70).

2 a

) §K<§vajiban Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

» 2 a.cMendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.

£23 3

5 & b.”Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
23 9

5 W =)

S 2 c.sMenghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar.

E g

g. d.ZMengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan ke Kantor
% EPeIayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan.

3 2

g e. Q\Aenyelenggarakan pembukuan dan pencatatan.

> 3

3 o)

%T Hak-hak Wajib Pajak sebagai berikut:

3 a._Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan
: @

o epajak.

5 £

" b'.;Menerima tanda bukti pemasukan SPT.

3 —

] cheIakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan.

d=Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

ue

e=Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak.

yang

12
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tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.

Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan

“tujuanilya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan

6ueJem I

usaha, tetapi tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada Pembina, Pengurus, dan
T :

P@gawas Yayasan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik

nbuawl

ndonésia yang ditentukan dalam Anggaran Dasar. Maka kekayaan Yayasan baik berupa

i

g, barang maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-undang

|dak dibenarkan mengalihkan atau membagikan secara langsung atau tidak langsung

]as neje umﬁeqa_s d|1

nJn

kepada: pembina, pengurus, pengawas, karyawan, atau pihak lain yang mempunyai

Ay

k

E%pmgiuepuﬂ !BU%OU

eAJe

entingan terhadap yayasan.

Megnurut Kuncoro & Pratama (2017: 32), Yayasan adalah sebuah organisasi berbadan

e} 1ul siiny

shukum® berbentuk nirlaba yang umumnya bergerak dalam bidang pendidikan maupun

w e

gbidang kesehatan dengan tujuan menyelesaikan masalah masyarakat, bukan untuk mencari
5

gatau mendapatkan laba. Sumber pendapatan yayasan berasal dari masyarakat berupa
3

—sumbangan maupun donasi.

% Sedangkan menurut Septia, Rohaini, dan Rusmawati (2017: 77), yayasan adalah
gkumpérlan dari sejumlah orang yang terorganisasi dan dilihat dari segi kegiatannya, lebih

ampaI( sebagai lembaga sosial. Dari sejak awal, sebuah yayasan didirikan bukan untuk

quing uey

(D,

ﬁ.tujuah komersial atau untuk mencari keuntungan, akan tetapi tujuannya tidak lebih dari

membantu atau meningkatkan kesejahteraan hidup orang lain.

Betdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa yayasan adalah badan hukum
yang fujuannya bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, serta didirikan berdasarkan
persyatatan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Tujuan yayasan adalah untuk

melakSanakan kegiatan sosial, kemanusiaan dan keagamaan. Sumber dana yang di gunakan

13



"OWMIg| uizi eduey

undede ynjuaq wejep Ul siny eAJey yninyas neje uelbeqas yeAueqiadwawl uep ueywnunbuaw buede)iq ‘g

"yejesew niens ueneluly uep ynidy uesijnuad

‘OyM|g| Jelem buek uebunuaday ueyibniaw yepny uediinbuad q
‘uedode) ueunsnAuad ‘yerw eAsey uesnnuad ‘uennauad ‘ueyipipuad uebunuaday ynjun eAuey uediynbusd e

untuk melakasanakan kegiatan tersebut di peroleh dari kekayaan berupa uang atau barang

yang (berasal dari sumbangan atau bantuan masyarakat. Pengelolaan dan pertanggung

—_

Ejawabdn kekayaan terebut bisa dilakukan kepada pimpinan tertinggi yayasan yaitu

Q
=
Q

<Pembina. Selain kepada pimpinan tertinggi Yayasan pertanggung jawaban kepada

ou

ém%asay;rakat umum.

g gAdapun sumber dana yang dibutuhkan untuk kegiatan tersebut menurut UU No. 16,
%Téﬁun,zom, pasal 5 dan pasal 6, adalah kekayaan yang dimiliki oleh yayasan baik berupa
guagjg, Barang, maupun kekayaan lain seperti hibah atau wakaf. Namun, yayasan tidak di
ébeéarkan membagikan kekayaan atau mengalihkannya secara langsung atau tidak langsung

ﬁkﬁ)adar pembina, pengurus, pengawas, karyawan, atau pihak lain yang mempunyai

c

gkepentjngan terhadap yayasan. Yayasan mempunyai kewajiban membayar segala biaya

—

“atau ongkos yang dikeluarkan oleh organ yayasan dalam rangka menjalankan tugasnya,

o
Q

2salah satu kewajiban yayasan adalah membayar pajak kepada Negara. Pajak yang

=)
O
Q

Edibayarkan oleh yayasan kepada negara salah satunya adalah melaporkan Surat

eyw

SPemberitahuan Masa dan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan.
Berdasarkan Undang-Undang No.16 tahun 2001, kedudukan Yayasan disetarakan

engan-organisasi lainnya yang berorientasi pada laba dan pendiriannya harus berdasarkan

s_uexingakusw uep

hukumrformal yang berlaku. Maka selisih lebih atas pendapatan dan beban yang diperoleh

quin

sebuah »yayasan akan dikenakan pajak penghasilan. Adapun kewajiban yayasan sebagai

19

Wajib‘ Pajak penghasilan badan, diantaranya adalah:

1. Mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai Wajib
Pajak dan mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
2. Menghitung dan melaporkan pajak terutang (PPh pasal 25 dan 29).

3. Memotong dan memungut pajak terutang (PPh pasal 21, 22, dan 23)

14



"OWMIg| uizi eduey

undede ynjuaq wejep Ul siny eAJey yninyas neje uelbeqas yeAueqiadwawl uep ueywnunbuaw buede)iq ‘g

‘OyM|g| Jelem buek uebunuaday ueyibniaw yepny uediinbuad q

|

"yejesew niens ueneluly uep ynidy uesijnuad

'UEJOdE] ueunsnAuad ‘yelwi eAiey uesnnuad ‘ueuﬂeued ‘uex!p!puad uebunuaday ynjun E/(ueq uednnbuad ‘e

Menurut Dasuki (2021: 16), yayasan pendidikan masih membuat laporan keuangan

komefsialnya seperti perusahaan komersial pada umumnya yang berdasarkan pada

—_ -

Q—iﬂ(etent(jan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Negara Indonesia

=
Q

Emengghnakan system pemungutan self assignment system (Ermawati & Delima, 2016:

o L =
S

glﬁ) Self assignment system artinya wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk

gmgpdaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak, menghitung sendiri, menyetorkan, serta

gmé{aporkan sendiri kewajiban pajaknya (Siat & Toly, 2013: 41).

=

S1)2Yayasan Sebagai Subjek Pajak.

> C -

S § Uh*elang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, yayasan adalah sebagai badan hukum yang

(“kekayaannya dibedakan dan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan,

“dan kemanu5|aan. Sebagai badan hukum dan secara hukum, yayasan bisa melakukan

Lued

gtmdakan yang sah dan mempunyai akibat hukum walaupun pada waktu tertentu dalam

mplementasmya yang melakukan adalah organ-organ yayasan, bisa pembina, pengawas

ueyuwniued

ataupun pengurus. Menurut Undang-undang, yayasan dapat melakukan kegiatan usaha

W uep

untuk mendukung tercapainya keinginan dan tujuannya melalui cara mendirikan badan

saha ﬁan atau ikut serta dalam suatu badan usaha.
a

Y y san juga dapat memiliki kekayaan atau aset, baik aset bergerak maupun aset tidak

quins uemn&a/{ua

D

ﬁbergerak Kekayaan yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam
bentuk uang atau barang. Selain itu kekayaan yayasan dapat diperoleh melalui hal-hal

berik&t ini:

a. Sdémbangan atau bantuan yang tidak mengikat, misalnya sumbangan dari masyarakat,

badlan usaha maupun bantuan dari pemerintah.

= 15
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b. Wakaf, dalam bentuk harta kekayaan yayasan yang diperoleh dari wakaf sesuai

ketentuan UU no 41 Tahun 2004 maka tentang Wakaf diperbolehkan.

1

Hibah, merupakan barang yang diberi maupun yang tidak dapat ditarik kemanli dan

yang diberikan dengan cuma-Cuma oleh pemberi hibah yang masih hidup.

Hibah wasiat, merupakan pemberian yang didapatkan dari wasiat orang yang sudah

buaw buedey

d.

n!@ exdip ey

méninggal dunia.

D

Buepun-buepun 1Bunpul

Pe[olehan lain dimana perolehan ini tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar

yaﬁasan maupun dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Yaiyasan disebutkan tidak memiliki anggota artinya yayasan tidak mempunyai setara

d garT pemegang saham seperti halnya PT maupun CV dan anggota-anggota badan usaha

sin1 eAley ynamas neie ueibeqas din

syang Igin. Sekalipun yayasan tidak memiliki anggota pemegang saham, namun yayasan

“memiliki organ Yyayasan seperti pembina, pengurus, dan pengawas yang dapat

Q

3 ‘
%menggerakkan oragan tersebut untuk tetap bisa berjalan seperti perusahaan lain. Undang-
5

§Undaﬁg Yayasan mengatur juga mengenai hal lain yang tidak boleh dilakukan oleh

gyayasan. Untuk kepentingan pemajakan, parlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
3

Za. Yayasan tidak diperbolehkan membagikan hasil kegiatan usaha kepada pembina,
% peigurus, dan pengawas.

%b. Kekayaan yayasan berupa uang, barang, dan kekayaan lain yang didapatkan oleh

ydyasan berdasarkan undang-undang, dilarang dialihkan atau dibagikan secara
laRgsung maupun tidak langsung kepada pembina, pengurus dan pengawas, entah itu
gajs, upah, maupun honorarium, dan bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang,

kecuali:

1?Bukan pendiri yayasan dan tidak termasuk dengan pendiri, pembina, dan

pengawas.

Zl Melaksanakan kepengurusan yayasan secara langsung dan penuh.
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Uraian di atas menurut UU Yayasan, ditinjau dari aspek perpajakan yang diatur dalam

pasal 2Mayat (1) huruf b UU Pajak Penghasilan tentang subjek pajak penghasilan, maka

—_

“Yayasan tersebut termasuk salah satu subjek pajak yang masuk dalam kelompok bentuk

gbadandan mempunyai kewajiban untuk taat terhadap peraturan perpajakan. Sehingga
éy% sz;n mempunyai kewajiban dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak (WP) agar
Tgfniéndapatkan NPWP.

%: §Berdasar pernyataan di atas yayasan mempunyai kewajiban untuk melaporkan Pajak
éP@f:ghasilan (PPh) dan kemudian melakukan kewajibannya untuk membayar pajak,
%mgsklpun yayasan merupakan perusahaan atau oraganisasi nirlaba yang tidak dikenakan
gPéak jFTenghasnan (PPh).

11Ul SNy

edue

2) Aspek Pajak Yayasan Pendidkan.

Yayasan pendidikan perlu menghitung pajak penghasilan, dan yang perlu diketahui

ertama adalah sumber penghasilan yang menjadi obyek pajak. Menurut Pasal 4 ayat (1)

UE%UH],UEDUSLU

c

U PPh, yang menjadi obyek pajak ialah dari tambahan kemampuan ekonomis yang

Auaw u

diterima maupun yang didapatkan oleh Wajib Pajak, baik berasal dari Indonesia maupun

ari lar Indonesia, dan dapat dipakai untuk konsumsi maupun untuk menambah kekayaan

Wajib Pajak tersebut, atas nama dan dalam bentuk apa pun. Berhubungan dengan yayasan

quins ueynga

L)

pendlalkan maka sumber penghasilan yang di dapatkan di antaranya melalui uang
pendaftaran dan uang pangkal, uang formulir penerimaan siswa baru, uang SPP, uang
kegiatan, penghasilan lain seperti penjualan seragam dan alat tulis, penjualan buku cetak
dan penjualan di kantin, semunya itu dapat menunjang keberlangsungan kelancaran

pendigiikan.
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Semua penghasilan yang di sebutkan di atas ada yang tidak termasuk obyek pajak

untuk(fyayasan pendidikan. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

—_

ES/PMK.O3/2020 tentang perlakuan Pajak Penghasilan untuk yayasan atau organisasi yang

<berkaitan dengan penghasilan berikut ini tidak termasuk obyek pajak penghasilan antara
3

bu
jab)
SeH

nig exdin

)

Baatuan maupun sumbangan serta harta hibahan yang diperoleh yayasan selama tidak

ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan maupun penguasaan antara

pih:ak yang memberi dengan pihak yang menerima. Syarat lain yang harus dipenuhi

buepun 1bunpu

—agdr bantuan, sumbangan atau hibah bukan sebagai obyek pajak adalah bahwa yayasan

1N eAuey yninias neje ue!be%’as dinnpu
buepun

pendidikan yang menerima seolah-olah melaksanakan pendidikan formal tingkat taman
kanak-kanak dan/atau tingkat dasar dan/atau tingkat menengah dan/atau perguruan

tinggi, yang tidak mencari keuntungan.

yaw eduey Ui si

b) Bahtuan atau sumbangan dari Dana Bantuan Operasional Pemerintah (BOP).

Disamping kedua obyek pajak di atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia

p ueyWwniued

SNomor 68/PMK.03/2020 menyebutkan juga mengenai dividen atau bagian laba yang

oWl

=diperéleh maupun didapatkan yayasan atau organisasi yang setara dari penyertaan modal

nge

=pada jls)adan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia merupakan

e

ns u

Spenghasilan yang bukan sebagai obyek pajak penghasilan. Sekalipun surat edaran tersebut

BEL

“belumndicabut, tetapi ketentuan tentang deviden yang dikecualikan sebagai obyek pajak
sudahzdiganti seperti yang termuat pada pasal 4 ayat (1) huruf (g) UU PPh. Pada pasal 4
ayat (2) huruf (g) UU Nomor 36 Tahun 2008, tidak ada lagi pengecualian deviden sebagai

bukan-obyek pajak penghasilan.

Umumnya penghitungan penghasilan kena pajak, obyek-obyek pajak penghasilan

sepertidiuraikan diatas, boleh dikurangi dengan biaya-biaya. Pengurang penghasilan bruto
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untuk yayasan pendidikan bisa dikelompokkan menjadi tiga kelompok besar sebagai

berlkut

) Blaya biaya yang berkaitan langsung dengan usaha, pekerjaan, kegiatan maupun
pemberian jasa untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau biaya
yang berhubungan langsung dengan operasional penyelenggaraan yayasan atau

organlsa5| yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan dengan

1euemeqasdun6uau16u9191g'L

bunpunig eidig yeH

mé,mperhatikan Pasal 9 ayat (1) UU PPh.

Peﬁyusutan maupun amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta yang

as ne
punt

1 eAuey ynan
buepun-bue

b)
mempunyal masa manfaat lebih dari satu tahun seperti dimaksud pada Pasal 11 dan

Pasal 11A UU PPh.

1 SIin

c) SubS|d|/beaS|swa yang diberikan kepada siswa kurang mampu maupun biaya
peagjldlkan untuk siswa kurang mampu yang ditanggung yayasan seperti diatur dalam

Paéal 6 ayat (1) huruf (g) UU PPh.

Kégiatan yayasan pendidikan berbeda dengan kegiatan subjek pajak badan yang lain

uluep ueyuwnijueduauwl EdUEJ, u

karena yayasan pendidikan merupakan sebuah organisasi nirlaba (non profit oriented),

2Aua

makaumemiliki dispensasi atau kelonggaran dibanding subjek pajak badan yang lain.

uexing

Dispénsasi atau kelonggaran tersebut tertulis dengan sebutan sisa lebih seperti tercntum

JS%LUFTS

ada pasal 4 ayat (3) huruf (m) Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh). Sisa lebih
terseb;t merupakan selisih antara penghasilan yang didapatkan yayasan kemudian boleh
dikurangi dengan biaya-biaya. Sisa lebih atau surplus merupakan penghasilan neto atau
bersiltyang dikenakan pajak. Tetapi karena sifat yayasan sebagai organisasi nirlaba, sisa

lebih atau surplus tersebut bisa dikecualikan sebagai obyek Pajak Penghasilan (PPh).

Befdasarkan pada pasal 4 ayat (3) huruf (m) UU PPh diatur lebih rinci menurut

Perataran Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/PMK.03/2020 dan Peraturan
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Direktur Jenderal Pajak tentang sisa lebih yang diterima maupun didapatkan oleh Badan

atau Lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian

1

an pengembangan yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan.

Pada Pasal 4 ayat (3) huruf (m) UU PPh disebutkan bahwa yang dikecualikan dari

1nbuswi 6U€JE |

di&xeH

ohyek pajak adalah sisa lebih yang diterima maupun didapatkan oleh badan atau lembaga

aba yang bergerak dibidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan,

18\28!68%@5 di

g sadah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang dipakai lagi untuk sarana

d sa{rpras kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, pada jangka

9S Ne

]

buedn 1I6& punger

g\.]ﬂ
N

tu‘paling lama 4 (empat) tahun dihitung mulai dari didapatkannya sisa lebih tersebut,

efJey

Biepu

yang ketentuannya diatur lebih lanjut oleh/atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

nni

Menurut ketentuan yang disebutkan sebelumnya, maka sisa lebih akan menjadi dasar

edue) 1ui si

pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) apabila pada jangka waktu 4 (empat) tahun tidak

QUaW

digunakan untuk mengembangkan atau meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan,

njue

maka Gakan dikenakan Pajak Penghasilan Badan. Dan apabila digunakan untuk

w

engembangan sarana dan prasarana pendidikan, yayasan pendidikan wajib

uep uey

uaul

menyampaikan pemberitahuan mengenai pelayanan rencana fisik sederhana dan rencana

gq ok

myaiaembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau

ns uey

peneliiian dan pengembangan kepada Kepala Kantor Pajak tempat dimana Wajib Pajak

agquw

-J

terdaftar dengan tindasan kepada instansi yang membidanginya.

Peﬁberitahuan tersebut disampaikan bersamaan dengan penyampaian Surat
Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) tahun pajak didapatkan dari sisa
lebih tersebut atau paling lama sebelum pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana
kegiat%n pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan dimulai, dalam jangka waktu

4 (empat) tahun sejak didapatkan dari sisa lebih tersebut (Kuncoro & Pratama, 2018).
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C. Jenis-jenis Laporan Keuangan

—

g]enis-jénis laporan keuangan menurut PSAK No.1 Paragraf 49 (Revisi 2009), laporan
ckeuangan yang lengkap terdiri dari komponen-komponen berikut: neraca, laporan laba

o L
éruﬁi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

n

eyd

1.9 Nefaca

egas d

Bentuk neraca ada dua bentuk yaitu bentuk skontro (account form) dan bentuk laporan

n
(rep

ort form). Dalam neraca bentuk skontro, aktiva disajikan disebelah Kiri sedangkan

ke\é/ajiban dan modal disajikan disebelah kanan. Dalam neraca bentuk laporan, Aktiva

buepun-buepun 1Bunpul

dis‘gjikan paling atas sedangkan kewajiban dan modal disajikan bawahannya.

K&mponen-komponen neraca dapat digolongkan sebagai berikut:
a.Z Aktiva (Asset)

Menurut Committee on Terminology (1953), aktiva adalah sesuatu yang disajikan
G pada saldo debet yang akan dipindahkan setelah tutup buku sesuai dengan prinsip

akuntansi, saldo debet ini merupakan hak milik atau pengeluaran yang dibuat untuk
’i mendapatkan kekayaan di masa yang akan datang. Aktiva dibedakan menjadi dua,

£ vyaitu aktiva lancar dan aktiva tetap. Pengelompokkan aktiva ke dalam aktiva lancar

:Jaquins ueyingaAuaw uep ueyuwniuedsuaw edue) 1ul SNy eAley ynanyas neie uelb

% dan aktiva tetap di atur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK

“ No. 1 tahun 2002).

Aktiva Lancar (Current Assets) merupakan aktiva yang secara normal diubah
menjadi kas dalam jangka waktu setahun atau sebelum berakhirnya siklus

V; produksi. Aktiva lancar antara lain: kas, piutang usaha, wesel tagih, persediaan

% harang, suplai toko, suplai kantor, biaya dibayar dimuka, pendapatan yang akan

== diterima, investasi jangka pendek.
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w bueue

:Jaquins ueyingaAuaw uep ueywniueduaw edue) 1ul sijny eAJey yninyas neje ueibeqgas diinbus

Aktiva Tetap (Fixed Assets) merupakan aktiva yang digunakan dalam perusahaan

(Odan kegunaannya melebihi satu masa pembukuan. Aktiva tetap antara lain:

‘ peralatan, kendaraan, bangunan/gedung dan tanah.

b. Kewajlban (Liabilities)

Kewajlban merupakan saldo kredit atau jumlah yang harus dipindah mulai dari tutup

IQ eydi) yeH

rbuku ke periode tahun berikutnya, berdasarkan pencatatan yang sesuai dengan prinsip

‘akdntansi. Kewajiban dibagi menjadi dua yaitu, kewajiban jangka pendek dan

U
ke vT/ajlban jangka panjang. Pengelompokkan kewajiban jangka panjang diatur dalam

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No. 1 tahun 2002).

buepun- 6uepum|6unpu

KeWajiban Jangka Pendek Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban-kewajiban
yar:jg akan jatuh tempo dalam satu tahun atau dalam siklus kegiatan normal perusahaan.
Keivajiban / hutang lancar meliputi hutang dagang, hutang wesel, hutang bank, hutang
gajt; bunga dan lain-lain. Kewajiban jangka pendek antara lain: utang usaha, wesel
bayar, semua pendapatan yang diterima dimuka, semua biaya yang belum dibayar dan

kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dua belas bulan setelah tanggal

ewajlban Jangka Panjang Kewajiban jangka panjang adalah hutang yang jatuh
tepyponya lebih dari satu tahun digolongkan ke dalam kewajiban jangka panjang.
Cthohnya adalah hutang obligasi, hutang bank dan lain-lain. Kewajiban jangka

pahjang antara lain hutang hipotek dan pinjaman obligasi.
Madal (Equity)

Mgodal adalah “suatu hak yang tersisa atas aktiva suatu lembaga setelah dikurangi

kewajibannya”. Dalam perusahaan equity adalah modal pemilik.
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2. Laporan Laba Rugi

:Jaquins ueyingaAuaw uep ueywniueduaw edue) 1ul siny eAJey yninias neje ueibeqgas diynbusw Buedeyiq *|

buepun-buepun 1bunpunig exdig ey

Laporan laba rugi merupakan suatu laporan yang sistematis mengenai penghasilan,
biéya, rugi laba yang diperoleh oleh suatu perusahaan selama periode tertentu
(Munawir, 2000: 26). Tujuan pokok laporan laba rugi yaitu, melaporkan kemampuan
ritk perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Laporan laba rugi perusahan
disajikan sedemikian rupa yang menonjolkan berbagai unsur kinerja keuangan yang
diPerIukan bagi penyajian secara wajar. Laporan laba rugi minimal mencakup pos-pos
be:rikut (PSAK No.1 Paragraf 56, Revisi 2009) : 1) Pendapatan, 2) Laba rugi usaha, 3)
Beban pinjaman, 4) Bagian dari laba atau rugi perusahaan afiliasi dan asosiasi yang
diperlukan menggunakan metode ekuitas, 5) Beban pajak, 6) Laba atau rugi dari
aktivitas normal perusahaan, 7) Pos luar biasa, 8) Hak minoritas, 9) Laba atau rugi

bersih untuk periode berjalan.
Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas (PSAK No.1, Revisi 2009) menggambarkan peningkatan
atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama periode yang bersangkutan.
Perusahaan harus menyajikan laporan perubahan ekuitas sebagai komponen utama
Ia;poran keuangan, yang menunjukan: 1) Laba rugi bersih periode yang bersangkutan,
2)-Setiap pos pendapatan dan beban, keuntungan atau kerugian beserta jumlahnya yang
bérdasarkan PSAK terkait diakui secara langsung dalam ekuitas, 3) pengaruh
kemulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan perbaikan terhadap kesalahan
mendasar sebagaimana diatur dalam PSAK terkait, 4) transaksi modal dengan pemilik
dan distribusi kepada pemilik, 5) saldo akumulasi laba atau rugi pada awal dan akhir
pﬁiode serta perubahan, 6) frekonsiliasi antar nilai tercatat dari masing-masing jenis
mg@dal saham, agio dan cadangan pada awal dan akhir periode yang mengungkapkan

seeara terpisah setiap perubahan. Laporan perubahan ekuitas, kecuali untuk perubahan
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S

buepun-buepupn 1bunpuniqg eidig yey -

o

yang berasal dari transaksi dengan pemegang saham seperti setoran modal dan

pembayaran dividen, menggambarkan jumlah keuntungan dan kerugian yang berasal

dari kegiatan perusahaan selama periode yang bersangkutan.

Laporan Arus Kas

-Afus kas dapat memberikan informasi yang memungkinkan para pemakai untuk

mengevaluasi perubahan dalam aktiva bersih perusahaan, struktur keuangan (termasuk
Ii@iditas dan solvabilitas) dan kemampuan untuk mempengaruhi jumlah serta waktu
arﬁs kas dalam rangka adaptasi dengan perubahan keadaan dan peluang (PSAK No. 2,
2009). Informasi arus kas berguna untuk menilai kemampuan perusahaan dalam
mgnghasilkan kas dan setara kas dan memungkinkan para pemakai mengembangkan

mb_del untuk menilai dan membandingkan nilai sekarang dari arus kas masa depan

(future cash flow) dari berbagai perusahaan.
Catatan atas Laporan Keuangan

Cétatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis. Menurut (PSAK

No.1, Revisi 2009) setiap pos dalam neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas

hgrus berkaitan dengan informasi yang terdapat catatan atas laporan keuangan. Catatan

aEas laporan keuangan mengungkapkan: 1) Informasi tentang dasar penyusunan
lggoran keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap
p;fistiwa dan transaksi yang penting, 2) Informasi yang diwajibkan dalam Pernyataan
Standar Akuntansi Keuangan tetapi tidak disajikan di neraca, laporan laba rugi,
laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, 3) Informasi tambahan yang tidak
diSajikan dalam laporan keuangan tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara

vigjar.
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Menutas teori yang diuraikan pada bagian awal bab ini, menjelaskan teori-teori yang
aft umum, sementara pada sub bagian bab ini menjelaskan mengenai penelitian-

penelitian terdahulu untuk mendukung dan memperlancar pelaksanaan penelitian ini.

ku ini beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai acuan dan gambaran

mdnelakukan penelitian, antara lain adalah:
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Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu
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g Judul Penerapan Tax review atas pajak Penghasilan badan
5 dan Withholding tax.

_ Nama Peneliti Ayuningsih dan Setiawan

_ Tahun Penelitian 2016

= [ Varibel Usaha Kecil Menengah (UKM)

Metode Penelitian Penelitian ini adalah deskriptif komparatif.

Hasil Tax Review yang dilakukan atas PPh Badan yaitu
kewajiban atas penyetoran dan pelaporan telah
sesuai dengan ketentuan dan peraturan pajak yang

— berlaku.

é Judul Analisis Perencanaan Pajak untuk PPh Pasal 21 pada
i PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tuminting.

W Nama Peneliti Arham

Tahun Penelitian

2016

Varibel

Perbandingan perhitungan PPh Pasal 21 dengan
Metode Net dan Metode Gross Up.

Metode Penelitian

Analisis deskriptif komparatif

Hasil

Perhitungan pph Pasal 21 yang digunakan perusahaan

adalah metode Gross Up melalui pemberian
tunjangan pph Pasal 21 sebagai penambah unsur

penghasilan bagi pegawai, hal ini menyebabkan PPh
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Pasal 21 yang harus dibayar perusahaan menjadi lebih
besar dibandingkan jika perusahaan menggunakan
perhitungan pph Pasal 21 dengan Metode Net.

3 Judul Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan pada
g PT. Lamtoro Blang Mane.
§ ; Nama Peneliti Liswanty
o Tahun Penelitian 2017
Q:é 2 [Varibel Data PT. Lamtoro Blang Mane.
g Metode Penelitian Pendekatan deskriptif kuantitatif
é Hasil Penghitungan Pelaporan Pajak Penghasilan yang
g 7 dilakukan oleh perusahaan belum sesuai dengan
D'C , undang-undang perpajakan No. 36 tahun 2008,
g ; dimana terdapat perbedaan perhitungan pajak
penghasilan.
4: Judul Analisis Pelaksanaan Pengawasan Pengenaan Pajak
= Penghasilan atas Penghasilan Youtubers pada
Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2018.
Nama Peneliti Lestari, Nurmantu, dan Vikaliana.
Tahun Penelitian 2018
Varibel Youtubers pada Direktorat Jenderal Pajak Tahun
2018”.
i Metode Penelitian penelitian kualitatif.
2 Hasil Proses pengawasan dengan social network analytics
. system belum terlaksana, petugas pajak masih secara
manual memantau setiap aktivitas youtubers sehingga
bukan tidak mungkin akan ada youtubers yang belum
teridentifikasi karena keterbatasan manusia.
= Judul Analisis Perbandingan Penerimaan Pajak Penghasilan
(PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi Sebelum dan
= Sesudah Kenaikan Penghasilan tidak Kena Pajak pada
x Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang
2 Selatan.
= Nama Peneliti Jeniliasari, Susyanti, dan Wahono
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Tahun Penelitian

2019

Varibel

Wajib Pajak Orang Pribadi Sebelum dan Sesudah
Kenaikan Penghasilan tidak Kena Pajak pada Kantor
Pelayanan Pajak (KPP).

Metode Penelitian

Analisis komparatif.

§ = Hasil Semakin naik PTKP setiap tahun akan menyebabkan
%f naiknya jumlah wajib pajak .
Q:é 6 Judul Analisis Pelaksanaan Kewajiban atas Pajak
g 4 Penghasilan Pasal 21 pada Rumah Sakit XYZ.
? : Nama Peneliti Anggraeni dan Noviari
g & Tahun Penelitian 2020
j'C c Varibel Kepatuhan perpajakan Rumah Sakit XYZ selama
§’ z: tahun 2017
Metode Penelitian Kualitatif dengan metode pendekatan studi kasus.
A Hasil Selama tahun 2017 kepatuhan Rumah Sakit XYZ atas
‘ pelaksanaan  pelaksanaan  kewajiban pajak
penghasilan pasal 21 adalah kurang baik. Terjadi
keterlambatan pelaporan dan penyetoran pajak
penghasilan Pph 21 selama tahun 2017 disetiap
masanya.
7. Judul Analisis Perubahan Tarif PPH Final terhadap
i Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan.
E Nama Peneliti Aprilawati dan Muhammad.
; Tahun Penelitian 2021
= " Varibel Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan”.
Metode Penelitian Deskriptif kuantitatif.
Hasil Terdapat perbedaan signifikan pada tingkat
pendapatan pajak sebelum dan setelah penerapan tarif
pph menjadi 0,5%.
8. Judul Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh pasal 21
X dalam Upaya Efisiensi Beban Pajak pada CV. Sinter.
2 Nama Peneliti Putri Adi

Tahun Penelitian

2016
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Varibel Upaya Efisiensi Beban Pajak pada CV. Sinter
Hasil Hasil penelitian menunjukkan Dengan menerapkan
1 perencanaan pajak PPh Pasal 21 karyawan CV. Sinter
dapat mengefisiensi beban pajak.
SF Judul Tax Analysis of Married Women Having An Income
- From One Employer.
Nama Peneliti Suparna
Tahun Penelitian 2017

Varibel

Married women having an income from one employer

Hasil

buepun-buepun 1bunpunig exdig ey

Pemberian pajak untuk perempuan menikah yang
memiliki penghasilan dari satu pemberi kerja setelah
dikurangkan oleh Pasal 21 tentang Pajak Penghasilan
berdasarkan Pasal 8 ayat (1) UU Pajak Penghasilan
dianggap final.

1@ | Judul

Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak dan Dampaknya terhadap Efektivitas
Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

Nama Peneliti

Wahda, Bagianto & Yuniati

Tahun Penelitian

2018

Varibel

Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

Metode Penelitian

Path Analysis

Hasil

:Jaquins ueyingaAuaw uep ueywniueduaw edue) 1ul siny eAJey yninias neje ueibeqgas diynbusw Buedeyiq *|

Pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan sebesar
57,3%. Pemeriksaan pajak dan kepatuhan wajib pajak
berpengaruh tidak signifikan sebesar 68,7%.
Pemeriksaan pajak berpengaruh sebesar 9,6%
terhadap efektivitas penerimaan pajak penghasilan

badan melalui kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan sepuluh penelitian terdahulu yang tercatat dalam tabel diatas, belum

ditemiikan penelitian tentang Evaluasi perlakuan Pajak Penghasilan (PPH) pada Yayasan

Pendigikan. Oleh karena itu peneliti ingin melakukan penelitian dengan mengaevaluasi
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perlakuan Pajak Penghasilan (PPh) pada Yayasan Pendidikan Suaka Insan SPC. Sedangkan

persamaan yang terdapat dalam penelitian terdahulu dengan penelitian yang ingin

|Iakukan oleh peneliti adalah Pajak Penghasilan.

I e:

erangka Pemikiran

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran
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Laporan Keuangan
YSI -SPC
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\ 4

= Rekonsiliasi Fiskal atas
Laporan Keuangan
- Komersialnya

1

Perhitungan Pajak &
Pelaporan SPT YSI SPC

\ 4 \ 4

Rekonsiliasi Fiskal Pembayaran pajak dan
x sudah/belum sesuai pelaporan SPT
! dengan peraturan sudah/belum sesuai

:Jaquins uexingadusw uep ueywnjuedsuaw edue) 1ul siiny eAuey ynan)as neje ueibeqas din@isw ﬁueJe]é L

perpajakan yang berlaku peratuan yang berlaku

Penelitian mengarah pada Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersialnya
mulai=+dari meneliti penyusunan aktivitas laporan keuangan pada akun-akunnya
berdasarkan dokumen berupa nota dan faktur, kemudian meneliti cara memposting jurnal

ke bukb besar, cara menyusun neraca saldo, pengumpulan data untuk membuat jurnal
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penyesuaian, penyusunan neraca lajur, jurnal penutupan dan setelah jurnal penutupan.

Setel@neneliti pada laporan aktivitas keuangan, penelitian menuju pada pelaporan Pajak

gdan pe%’aporan Surat Pemberithuan Masa dan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh).
s B
« Q
3 ISeglah peneliti selesai melakukan penelitian sampai pada pelaporan Pajak dan
gpefapcga n masa dan tahunan SPT, maka peneliti akan menyimpulkan mengenai rekonsiliasi
gﬁgal s laporan aktivitas keuangan dan pelaporan Surat Pemberitahuan Masa dan
§T§1u (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) pada Yayasan Pendidikan Suaka Insan SPC sudah
c
se§ual au belum dengan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku.
<
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